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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK 
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada 
periode 2012-2013. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, 
jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 
kabupaten/kota yang berupa neraca, laporan realisasi anggaran, dan APBD di 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota 
pada periode 2012-2013. Populasi penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah, dan sampel yaitu 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis 
membuktikan bahwa berdasarkan nilai t-hitung variabel PAD sebesar 12,740, 
sedangkan besarnya nilai t-tabel dengan tingkat keyakinan 0,05 adalah 1,670 
sehingga H1 diterima, berarti PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Berdasarkan nilai t-hitung variabel DAU sebesar 0,703, sedangkan 
besarnya nilai t-tabel dengan tingkat keyakinan 0,05 adalah 1,670 sehingga H2 
ditolak, berarti DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Kemudian berdasarkan nilai t-hitung variabel DAK sebesar 0,219, 
sedangkan besarnya nilai t-tabel dengan tingkat keyakinan 0,05 adalah 1,670 
sehingga H3 ditolak, berarti DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata kunci:  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 




This study aims to determine the effect of PAD, DAU and DAK to economic 
growth in the district / city in Central Java province in the period 2012-2013. This 
research uses descriptive study, which used data types using secondary data from 
the financial statements of the district / city in the form of balance sheet, the 
realization of the budget, and the budget in the districts / cities in Central Java 
Province which consists of 29 counties and six cities in the period 2012- 2013. 
The study population is the district / city in Central Java province, and a sample of 
35 districts / cities in Central Java province. Analysis of data using multiple 
regression analysis. The results of the analysis proved that by value t count 
variable revenue of 12.740, while the value of the t-table with a confidence level 
of 0.05 is 1.670 so the H1 accepted, meaning PAD significant effect on economic 
growth. Based on the t-value variable DAU count of 0,703, while the value of the 
t-table with a confidence level of 0.05 is 1,670 so that H2 is rejected, meaning 
DAU no significant effect on economic growth. Then, based on the value t count 
variable fund at 0.219, while the value of the t-table with a confidence level of 
0.05 is 1,670 so H3 is rejected, meaning DAK no significant effect on economic 
growth. 
 
Keywords: revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation 
Fund (DAK), economic growth 
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LATAR BELAKANG MASALAH  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan pencerminan 
kemandirian dari suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterahkan 
masyarakat daerahnya. Pendapatan asli daerah biasanya diperoleh dari adanya 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya asli yang telah dimiliki daerah 
tersebut. Setiap daerah pasti memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. 
Daerah yang kaya akan sumber daya alam dan maju dibidang industri cenderung 
memiliki pendapatan daerah yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang 
tertinggal.  
Reformasi dalam manajemen keuangan daerah perlu dilakukan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, 
penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Perubahan dari 
anggaran dengan pendekatan tradisional keanggaran dengan pendekatan kinerja 
adalah aspek utama dari reformasi anggaran. Dalam kaitannya dengan 
pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan 
penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan 
Endrawati, 2010). 
Apabila suatu daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti, 
meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD mungkin disebabkan karena 
tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting pemerintah 
daerah dalam memperlihatkan sejauh mana daerahnya mengalami kemajuan 
dalam hal pengelolaan kekayaan yang telah dihasilkan oleh daerah. Menurut 
(Maryati dan Endrawati 2010) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD 
hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur 
dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat, agar dapat lebih 
berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus 
beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan 
dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber 
PAD. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga 
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dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah 
satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembagunan 
pada sektor – sektor yang produktif di daerah. 
Berdasarkan jurnal (Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007) menunjukkan 
bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata 
terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka 
masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan 
efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam 
pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan 
tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya 
peningkatan PAD. 
Berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari 
sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri. Sumber PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) terdiri atas: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil/pendapatan 
dari perusahaan milik daerah, dan (4) Lain-lain dari pendapatan asli daerah yang 
sah. 
Dalam penggunaan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan 
berdampak pada meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
fungsi pemerintahan, terutama fungsi alokasi. Sejak otonomi daerah/desentralisasi 
fiskal diterapkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam 
pengalokasian dana perimbangan, kecuali Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut 
(Rizani dkk, 2011) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dialokasikan dengan tujuan memeratakan kemampuan keuangan 
antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka 
desentralisasi. Alokasi DAU bagi daerah yang memiliki potensi fiskal yang besar, 
tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. 
Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskal yang kecil, namun kebutuhan 
akan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Proporsi 
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DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan 
imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. 
Dampak pada meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan fungsi pemerintahan disebabkan oleh adanya pergeseran dalam 
penggunaan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terutama fungsi 
alokasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang 
dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. 
Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 
peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomi yang 
panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang 
dimiliki pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Kewenangan 
luas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dana dapat 
memberi penerapan kepada daerah untuk selalu menyesuaikan pengeluarannya 
dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah. 
Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi kita juga harus memperhatikan 
indikator-indikatornya diantaranya terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan 
ekonomi daerah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya 
antara lain: angkatan kerja, investasi dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun 
indikator lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain 
kesejahteraan penduduk dan tenaga kerja dan pengangguran. 
Alasan digunakannya PDRB sebgai indikator pertumbuhan ekonomi 
daerah, antara lain: (1) PDB/PDRB adalah jumlah dari nilai tambah (value added) 
yang dihasilkan dari seluruh aktivitas perekonomian, (2) PDB/PDRB dihitung atas 
dasar aliran barang-barang dan jasa-jasa dalam    serta faktor-faktor produksi 
dalam periode tertentu, dan (3) PDB/PDRB menyangkut hasil aktivitas ekonomi 
keseluruhan  dalam suatu wilayah. 
Tingkat kesejahteraan dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan 
ekonomi karena suatu daerah dapat dikatakan lebih maju dibandingkan daerah 
lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi 
dari pada upah per jam kerja di daerah lain untuk jenis pekerjaan yang sama. 
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Tenaga kerja dan pengangguran dapat menjadi indikator pertumbuhan 
ekonomi daerah karena pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja 
dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah 
tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. 
Harianto dan Adi, 2007 menyatakan bahwa terdapat komponen 
penerimaan daerah yang  berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Jika peningkatan PAD akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan DAU dan 
DAK juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU 
dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.  
 
Tujuan Penelitian  
1. Untuk menganalisis adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh dana alokasi umum terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh dana alokasi khusus terhadap 




APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup 
seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah 
daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran 
pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang 
dan di setujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan 
daerah. 
Ketentuan tentang APBD didasarkan pada salah satu peratran perundangan 
yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembentukan Undang-Undang 
Nomor 33 tahun 2oo4 dimaksudkan  untuk mendukung pendanaan atas 
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penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-
Undang  tentang Pemerintahan Daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber di wilayahnya berdasarkan peraturan daerahnya yang sesuai 
dengan perundangan-undangan yang berlaku. Sumber dari PAD  menurut 
Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 
berasal dari Pajak dan Retribusi daerah. 
Menurut (Halim, 2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku.  Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang 
sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah 
dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.  Dari uraian di 
atas PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 
Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum terdiri dari: (1) Dana Alokasi 
Umum untuk Daerah Provinsi dan (2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah 
Kabupaten atau Kota. 
Dana Alokasi Umum pada kelompok dana perimbngan adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum hanya terdiri atas objyek 
pendapatan dana alokasi umum. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum 
ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negri netto yang di 
tetapkan dalam APBN. 
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Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah 
fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiscal dikurangi dengn 
kapasitas daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negri 
sipil daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah 
unuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan 
diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks 
kemahalan konstruksi, produk domestic regional bruto per kapita, dan indeks 
pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan 
daerah yang berasal dari PAD dan Dana bagi hasil. 
Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan 
berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dana 
alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung 
berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah 
DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan 
antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal 
seluruh daerah provinsi. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah 
kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabuaten/kota yang 
bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah 
kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiscal daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiscal seluruh daerah 
kabupaten/kota. 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus 
merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK 
diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan 
perbaikan sarana serta prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, 
termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. 
Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja 
modal, karena DAK  cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki 
pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. 
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Menurut Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan 
alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: (a) Penentuan daerah tertentu yang 
menerima DAK; dan (b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. 
Penentuan daerah tertentu menurut pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 55 
Tahun 2005 tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria 
teknis sebagaimana sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan 
Daerah. Kriteria umum berarti mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah 
dalam APBD. Kriteria khusus berarti memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis merupakan kriteria yang 
ditetapkan oleh kementrian negara atau departemen teknis. Daerah penerima DAK 
wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi 
DAK. Dana Pendamping harus dianggarkan dalam APBD, namun bagi daerah 
dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana 
pendamping. 
Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 
masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.  
Menurut Ricardo (1951) dalam Boediono (1992:18) perekonomian 
ditandai oleh beberapa ciri-ciri sebagai berikut: (a) Tanah terbatas jumlahnya,  
(b) Tenaga kerja (penduduk) yang meningkat atau menurun, sesuai dengan apakah 
tingkat upah diatas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah),  
(c) Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik 
kapital berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik 
mereka melakukan investasi, (d) Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, 
(e) Sektor pertanian dominan. 
Pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi, yaitu: (a) Jumlah penduduk, (b) Jumlah stok barang modal, (c) Luas 




Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan pertumbuhan Produk 
Domestik Produk (PDB) untuk Negara dan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) untuk provinsi dan kabupaten/kota, ini dikarenakan pertumbuhan 
ekonomi menunjukan pertumbuhan produks barang dan jasa di satu wilayah 
perekonomian dan selang waktu tertentu, produksi tersebut diukur dalam nilai 
tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah 
bersangkutan yang secara lokal dikenakan sebagai PDB untuk Negara dan PDRB 










Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif. Populasi 
penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang 
terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota periode 2012-2013. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa 
laporan keuangan kabupaten/kota yang berupa neraca, laporan realisasi anggaran 
dan APBD. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data atau peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan data 
dari periode 2012 dan 2013 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 








JawaTengah sehingga terkumpul menjadi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah. Sumber data diperoleh dari pihak lain, seperti: (1) Data PDRB atas dasar 
harga konstan 2000 pada kurun waktu 2012 dan 2013 bersumber dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, (2) Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
pada kurun waktu tahun 2012 dan 2013 bersumber dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Provinsi Jawa Tengah, (3) Data rincian alokasi Dana Alokasi Umum 
(DAU) daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2012 dan 
2013 bersumber dari www.bphn.go.id., dan (4) Data rincian alokasi Dana Alokasi 
Khusus (DAK) daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 
2012 dan 2013 bersumber dari www.bphn.go.id. 
Metode analisis data dengan uji asumsi klasik di uji sebelum melakukan 
pengujian hipotesis untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Uji 
asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji 
asumsi klasik antara lain adalah Uji Normalitas (data harus berdistribusi normal), 
uji multikolienaritas (tidak ada korelasi antar variabel), uji autokorelasi (tidak ada 
korelasi serial dalam variabel) dan uji heteroskedastistas (varian error harus 
konstan). Sedangkan uji hipotesis menggunanakan Analisis Regresi, Uji 
Signifikan Simultan (Uji Statistik F), Pengujian Parsial (Uji t), dan Koefisien 
determinasi ( ). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan uji statistik t hitung variabel PAD sebesar 12,740, sedangkan 
besarnya nilai t tabel dengan tingkat keyakinan 0,05 adalah 1,670 karena t hitung 
lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak disamping itu dapat dilihat melalui hasil 
signifikansi sebesar 0,000 kurang dari α 0.05 sehingga H1 diterima.  
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa PAD berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Tengah periode 2012-2013. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya pendapatan 
asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan mengakibatkan 
meningkatnya nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini dapat diperoleh 
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dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi PAD yang dimiliki. Salah satunya 
dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk 
pembangunan infrastruktur dan perbaikan sarana dan prasarana. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Maryati, dkk (2010) pada studi kasus di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera 
Barat yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Rizani, dkk (2011) pada studi kasus di Pemerintah kota di Provinsi 
Kalimantan Selatan yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota 
Provinsi Jawa Tengah. 
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan uji statistik t hitung variabel  DAU sebesar 0,703, sedangkan 
besarnya nilai t tabel dengan tingkat keyakinan 0,05 adalah 1,670 karena t hitung 
lebih kecil dari t tabel maka H0 diterima disamping itu dapat dilihat melalui hasil 
signifikansi sebesar 0,485 lebih dari α 0,05 sehingga H2 ditolak.  
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa DAU tidak 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi 
Jawa Tengah periode 2012-2013. Hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi 
umum akan mengakibatkan menurunnya PDRB pada pemerintah daerah tersebut. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Isa, dkk (2010) 
dengan studi kasus Provinsi Sumatera Utara yang mengungkapkan bahwa DAU 
tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini 
tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizani, dkk (2011) pada 
studi kasus di Pemerintah kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang 




Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Tengah periode 2011-2012. 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan uji statistik t hitung variabel DAK sebesar 0,219, sedangkan 
besarnya nilai t tabel dengan tingkat keyakinan 0,05 adalah 1,670 karena t hitung 
lebih kecil dari t tabel maka H0 diterima disamping itu dapat dilihat melalui hasil 
signifikansi sebesar 0,828 lebih dari α 0,05 sehingga H3 ditolak.  
Hasil pengujian hipotesis ketiga DAK tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 
2012-2013. Hal ini disebabkan karena dana alokasi yang digunakan pemerintah 
daerah digunakan untuk mendanai kegiatan daerah yang sifatnya khusus dan 
biasanya hal tersebut sangat jarang dilaksanakan, sehingga jika dana alokasi 
khusus tinggi, maka akan mengakibatkan rendahnya serapan PDRB pada 
pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 
yang telah dilakukan oleh Rizani, dkk (2011) pada studi kasus di Provinsi 
Kalimantan Selatan yang mengungkapkan bahwa DAK berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang  dilakukan oleh Isa, dkk (2010)  pada studi kasus di 
Sumatera Utara yang mengungkapkan bahwa DAK tidak berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan Maryati, dkk (2010) pada studi kasus di 
kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang mengungkapkan bahwa 
DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Tengah periode 2012-2013.  
 
KESIMPULAN 
1. Hasil pengujian parsial uji t ditemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 
periode 2012-2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai t 
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hitung variabel PAD sebesar 12,740, sedangkan besarnya nilai t tabel dengan 
tingkat keyakinan 0,05 adalah 1,670 sehingga H1 diterima. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maryati, dkk (2010) 
pada studi kasus di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat yang 
mengungkapkan bahwa PAD bepengaruh signifikan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 
telah dilakukan oleh Rizani, dkk (2011)  pada studi di Pemerintahan kota di 
Provinsi Kalimantan Selatan yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh 
secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
2. Hasil pengujian parsial uji t ditemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 
periode 2012-2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya nilai t hitung 
variabel DAU sebesar 0,703, sedangkan besarnya nilai t tabel dengan tingkat 
keyakinan 0,05 adalah 1,670 sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini 
didukung penelitian yang dilakukan oleh Isa, dkk (2010) pada studi kasus di 
Sumatera Utara yang mengungkapkan bahwa DAU tidak berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi.  
3. Hasil pengujian parsial uji t ditemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 
periode 2012-2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya nilai t hitung 
variabel DAK sebesar 0,219, sedangkan besarnya nilai t tabel dengan tingkat 
keyakinan 0,05 adalah 1,670 sehingga H3 ditolak. Hasil penelitian ini Hasil 
penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Isa, dkk (2010) pada 
studi kasus di Sumatera Utara yang mengungkapkan bahwa DAK tidak 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
SARAN  
1. Dalam pemilihan data menggunakan rentang data yang lebih panjang dan data 
yang terbaru agar generalisasinya lebih baik. 
2. Hendaknya memperluas sampel dan daerah penelitian agar generalisasinya 
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